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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pembahasan masalah pada bab sebelumnya, 

kesimpulan dalam tesis ini dapat diuraikan menjadi 3 hal sebagai berikut: 

1. Asas kesepakatan dalam peraturan pengadaan tanah diwujudkan 

melalui pelaksanaan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan 

mengenai pelepasan hak atas tanah dan menetapkan bentuk dan 

besarnya jumlah ganti rugi. Dalam hal musyawarah tidak dapat 

dicapai kesepakatan maka jalan keluar yang ditempuh adalah dengan 

cara memberlakukan lembaga hukum konsinyasi ganti rugi. Selain itu 

lembaga hukum konsinyasi ganti rugi juga diberlakukan dalam hal 

ganti kerugian tidak dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, yaitu 

apabila pihak yang berhak atas ganti rugi tidak diketahui 

keberadaannya, objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara, 

dipersengketakan kepemilikannya, disita atau dijaminkan.  

2. Pengadaan tanah pada hakikatnya merupakan upaya untuk 

memperoleh tanah bagi kepentingan umum secara kekeluargaan 

berdasarkan kesepakatan dan kesukarelaan. Perwujudan asas 

kesepakatan dalam kegiatan musyawarah ditujukan untuk menjamin 

keadilan bagi pemegang hak atas tanah. Musyawarah menempatkan 

kedudukan pemegang hak atas tanah dan pelaksana pengadaan tanah 
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dalam kedudukan yang setara untuk menyepakati pelepasan hak dan 

ganti kerugian. Pelepasan hak dan ganti kerugian yang ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ini akan menjamin 

keadilan bagi pemegang hak atas tanah. Namun, jaminan keadilan 

dalam musyawarah pengadaan tanah ini justru dinegasikan dengan 

diberlakukannya lembaga hukum konsinyasi ganti rugi. Pemberlakuan 

lembaga hukum konsinyasi ganti rugi dalam hal kesepakatan tidak 

tercapai merupakan suatu ketidakadilan bagi pemegang hak atas 

tanah. Ganti rugi dikonsinyasikan berdasarkan penetapan pelaksana 

pengadaan tanah tanpa adanya persetujuan pemegang hak atas tanah. 

Pemberlakuan lembaga hukum konsinyasi ganti rugi dalam hal 

musyawarah tidak dapat dilaksanakan karena pemegang haknya tidak 

diketahui keberadaanya atau karena objek tanah sedang 

dipersengketakan, disita atau dijaminkan juga tidak menjamin 

keadilan bagi pemegang hak atas tanah. Akibat hukum dari ganti rugi 

yang telah dikonsinyasikan berupa hapusnya hak atas tanah dan dapat 

langsung dikuasai oleh pelaksana pengadaan tanah merupakan suatu 

ketidakadilan bagi para pemegang hak. Konsinyasi ganti rugi yang 

demikian tidak lain adalah sama dengan pemaksaan yang dilakukan 

dalam pencabutan hak atas tanah tanpa mengacu kepada Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1961.      

3. Upaya untuk menyesuaikan asas kesepakatan dengan ketentuan 

musyawarah terhadap ganti rugi apabila tidak tercapai kata sepakat 
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dalam peraturan pengadaan tanah adalah menempuh prosedur 

pencabutan hak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1961. Sistem hukum tanah nasional telah 

menyediakan dua lembaga yang dapat ditempuh untuk memperoleh 

tanah bagi kepentingan umum. Lembaga yang pertama adalah 

pengadaan tanah yang merupakan kegiatan untuk memperoleh tanah 

bagi kepentingan umum secara kekeluargaan berdasarkan kata 

kesepakatan dan kesukarelaan pemegang hak atas tanah. Apabila 

upaya demikian tidak tercapai, lembaga yang harus ditempuh adalah 

pencabutan hak. Peraturan pengadaan tanah yang berlaku saat ini telah 

menabrak prinsip sistem hukum tersebut karena tidak merujuk kepada 

pemberlakuan lembaga pencabutan hak ketika kesepakatan tidak 

tercapai. Peraturan pengadaan tanah justru menyerahkan penyelesaian 

ketidaksepakatan kepada pengadilan negeri dan konsinyasi ganti rugi. 

Peraturan pengadaan tanah seharusnya mengandung ketentuan pasal 

yang menjembatani pemberlakuan pencabutan hak ketika kesepakatan 

tidak tercapai. Namun, hal tersebut disimpangi demi mewujudkan 

pengadaan tanah secara cepat dan sederhana tanpa memperhatikan hak 

para pemegang hak atas tanah secara proposional.   
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang ditujukan kepada 

pemerintah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penghapusan lembaga hukum konsinyasi ganti rugi 

Pemberlakuan lembaga hukum konsinyasi ganti rugi menimbulkan 

ketidakadilan bagi pemegang hak atas tanah karena merupakan tindakan 

sepihak pemerintah yang bersifat paksaan. Keberadaan lembaga hukum 

konsinyasi ganti rugi dalam peraturan ini juga menimbulkan inkonsistensi 

dalam peraturan pengadaan tanah itu sendiri serta peraturan pencabutan 

hak. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang, Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 perlu direvisi dengan menghapus ketentuan yang 

memberlakukan konsinyasi ganti rugi. Dengan demikian, konsistensi 

aturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 akan terwujud. 

2. Penggabungan pengaturan pengadaan tanah dan pencabutan hak dalam 

satu undang-undang.  

Legislatif perlu memikirkan upaya untuk memadukan lembaga pencabutan 

hak ke dalam peraturan pengadaan tanah. Pengaturan secara terpadu ini 

lebih menjamin konsistensi, sinkronisasi dan efisiensi dalam pelaksanaan 

perolehan tanah untuk kepentingan umum. Dengan adanya keterpaduan 

peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jaminan keadilan bagi 

para pemegang hak atas tanah dan mendukung program pembangunan 

nasional. 
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